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DASAR HUKUM 
PENERAPAN STANDAR KONSTRUKSI TAHAP PERENCANAAN DI LINGKUNGAN DJCK
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Mekanisme Reviu 
HPS Infrastruktur 
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dengan 1 SOP Reviu 
HPS Kem.PUPR

Strategi 3: Pemantapan Keandalan 
Penyusunan HPS

”Draft Pedoman tentang SOP Mekanisme 
Pembahasan Usulan HPS”

SE Dirjen CK No 04/SE/DC/2022
Pedoman Evaluasi Dokumen 

Perencanaan Teknis Paket Pekerjaan 
Konstruksi Di Lingkungan DJCK

Permen PUPR No. 8/2023 
Pedoman Penyusunan Perkiraan 

Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang 
PUPR

SE Dirjen Bina Konstruksi 
No.73/SE/Dk/2023 

Tata Cara Penyusunan Perkiraan 
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang 
Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat.

SMKK

RAB

Bangunan 
Gedung

Jalan pada 
lingkungan 
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SPALD-S dan 
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TPA Sampah

TPST dan 
TPS 3R
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Bangunan 
Gedung

UU 28/2008 
tentang  

Bangunan 
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Mutu (Quality 

Assurance)
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Bangunan 

Gedung
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Keselamatan 

Kesehatan 
Kenyamanan 
Kemudahan

+

+
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Isu Utama
Perubahan UU 28/2002 

menjadi UU 11/2020



UU NO.2 TAHUN 2017

JASA KONSTRUKSI

UU NO.28 TAHUN 2002
BANGUNAN GEDUNG

PERPU NO.2 TAHUN 2022 CIPTA KERJA

PP No.14 Tahun 2021

Perubahan atas PP No. 22 Tahun 
2020 Peraturan Pelaksanaan  

UU No. 2 Tahun 2017

PP No.16 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002

Permen PUPR No.9 Tahun 2021

Pedoman Penyelenggaraan 
Konstruksi Berkelanjutan

Permen PUPR No.21 Tahun 2021

Penilaian Kinerja BGH

SE Menteri PUPR No.01/SE/M/2022

Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan 

Gedung Hijau

Kepmen PUPR No.1517/KPTS/M/2021

Penetapan Tenaga Pelatih Sertifikasi Pelatihan 

Penilaian Kinerja BGH

SE Dirjen Cipta Karya No.03/SE/DC/2023

Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja BGH untuk 

Klas Bangunan 1a

Permen PUPR No.10 Tahun 2021

SMKK

Permen PUPR No.20 Tahun 2021

Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Kepmen PUPR No.1174/KPTS/M/2022

Komite Keandalan Bangunan Gedung 

(KKBG)

Keputusan Dirjen Cipta 

Karya No.06/KPTS/DC/2023

Tim Sekretariat Komite Keandalan 

Bangunan Gedung

Keputusan Dirjen Cipta Karya

No.134/KPTS/DC/2023

Sekretariat Pusat Pembinaan BGH

Permen PUPR No.10 Tahun 2023

Bangunan Gedung Cerdas

Permen PUPR 19/2021

Pedoman Teknis Penyelenggaraan BGCB 

yang Dilestarikan

PERATURAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG



Dasar Hukum Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG 28 Tahun 2002

Permen PUPR 9/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

Permen PUPR 10/2021 tentang SMKK

Permen PUPR 18/2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung

Permen PUPR 19/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan BGCB yang Dilestarikan

Permen PUPR 20/2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Permen PUPR 21/2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau

Permen PUPR 3/2020 tentang Perubahan atas Permen PUPR 27/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi

Bangunan Gedung

Permen PUPR 22/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Permen PUPR 29/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Permen PUPR 10/2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas

Peraturan Daerah (memungkinkan pertimbangan geografi, ekonomi, sosial budaya setempat selama 

tidak bertentangan dengan aturan di atasnya)

STANDAR DAN PEDOMAN TEKNIS



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 1

Definisi Bangunan Gedung

“…adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 

yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 

budaya, maupun kegiatan khusus.”

Bangunan Gedung

Bangunan Gedung
(BG)

Bangunan
Gedung Negara

(BGN)



Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi khusus
• BG mempunyai kerahasiaan tinggi 

untuk kepentingan nasional

• Penyelenggaraan BG dapat 

membahayakan masyarakat di 

sekitarnya

• BG memiliki persyaratan khusus yang 

dalam perencanaan dan/atau 

pelaksanaannya membutuhkan 

teknologi tinggi

• BG memiliki risiko bahaya tinggi 

(terhadap ledakan, kebakaran, menjadi 

masalah nasional dalam 

penanggulangan

PP 16/2021 Pasal 4-5 &104

Fungsi 

Hunian

Fungsi 

Keagamaan

Fungsi

Usaha

Fungsi Sosial 

dan Budaya

Fungsi

Khusus

Fungsi

Campuran

Permen PUPR No.20 Tahun 2021

Bangunan Gedung Fungsi Khusus



Klas Bangunan Gedung

Klasifikasi Bangunan Gedung

Klas 
Bangunan Definisi Contoh

Klas 1a Satu rumah tunggal, satu atau lebih rumah 
gandeng yang dipisahkan dinding tahan api

Rumah sederhana, 
rumah deret, vila, 
rumah taman

Klas 1b Asrama, hostel atau sejenisnya dengan luas
paling besar 300 m2 dan tidak dihuni lebih dari
12 orang

Kos, losmen, hostel 
yang luasnya tidak
lebih dari 300 m2 dan 
dihuni tidak lebih dari
12 orang

Klas 2 Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 
atau lebih unit hunian, yang masing-masing 
merupakan tempat tinggal terpisah

Rumah tidak
sederhana

Klas 3 Bangunan gedung hunian di luar klas 1 dan 2, 
yang umum digunakan sebagai tempat
tinggal lama atau sementara oleh sejumlah
orang yang tidak berhubungan

Asrama, guest house, 
losmen, panti, dan 
sejenisnya

Klas 4 Bangunan gedung hunian yang berada di 
dalam suatu bangunan klas 5, 6, 7, 8, atau 9 
dan merupakan tempat tinggal yang ada 
dalam bangunan tersebut

Apartemen mix-use

Klas 5 Bangunan gedung yang dipergunakan untuk 
tujuan usaha profesional, pengurusan 
administrasi, atau usaha komersial, di luar 
bangunan klas 6, 7, 8, atau 9

Gedung perkantoran, 
gedung
pemerintahan, dan 
sejenisnya

Klas 6 Bangunan gedung toko atau bangunan 
gedung lain yang dipergunakan untuk tempat 
penjualan barang-barang secara eceran atau 
pelayanan kebutuhan langsung kepada 
masyarakat

Toko, kedai, restoran, 
pasar, showroom 
mobil, dan sejenisnya

Klasifikasi Bangunan Gedung

Klas 
Bangunan Definisi Contoh

Klas 7 Bangunan gedung yang dipergunakan 
sebagai penyimpanan

Gudang dan tempat 
parkir umum

Klas 8 Bangunan gedung laboratorium dan 
bangunan gedung yang dipergunakan 
untuk tempat pemrosesan suatu produksi, 
perakitan, perubahan, perbaikan, 
pengepakan, finishing, atau pembersihan 
barang-barang produksi dalam rangka 
perdagangan atau penjualan

Laboratorium, 
bengkel mobil, 
pabrik, dan 
sejenisnya

Klas 9a Bangunan gedung umum untuk 
pelayanan perawatan kesehatan

Rumah sakit

Klas 9b Bangunan gedung umum pertemuan 
yang tidak termasuk setiap bagian dari 
bangunan yang merupakan klas lain

Sekolah, tempat
peribadatan, tempat
budaya, bengkel
kerja (workshop), 
dan sejenisnya

Klas 10a Bangunan gedung bukan hunian berupa 
sarana atau prasarana yang dibangun 
terpisah

Garasi pribadi, garasi 
umum, dan 
sejenisnya

Klas 10b Struktur berupa sarana atau prasarana 
yang dibangun terpisah

Pagar, antena
(mast), kolam
renang, dan 
sejenisnya



Klasifikasi Bangunan Gedung Negara

Klasifikasi BGN

Klasifikasi Definisi
Sederhana Bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi

sederhana meliputi:
1) Bangunan gedung kantor dan BGN lainnya

dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua)
lantai;

2) Bangunan gedung kantor dan BGN lainnya
dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus
meter persegi); dan

3) Rumah negara meliputi rumah negara tipe C, tipe
D, dan tipe E.

Tidak
Sederhana

Bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi
tidak sederhana meliputi:
1) Bangunan gedung kantor dan BGN lainnya

dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
2) Bangunan gedung kantor dan BGN lainnya

dengan luas lebih dari 5OO m2 (lima ratus meter
persegi); dan

3) Rumah negara meliputi rumah negara tipe a dan
tipe b.

Klasifikasi BGN

Klasifikasi Definisi
Khusus Merupakan:

1) BGN yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan
dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi
khusus;

2) BGN yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi untuk
kepentingan nasional;

3) BGN yang penyelenggaraannya dapat membahayakan
masyarakat di sekitarnya; dan

4) BGN yang memiliki risiko bahaya tinggi.

Meliputi:
1) Istana negara;
2) Rumah jabatan mantan presiden dan/atau mantan Wakil

Presiden;
3) Rumah jabatan menteri;
4) Wisma negara;
5) Gedung instalasi nuklir;
6) Gedung yang menggunakan radioaktif;
7) Gedung instalasi pertahanan;
8) Bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan

penggunaan dan standar khusus;
9) Gedung terminal udara, laut, dan darat;
10) Stasiun kereta api;
11) Stadion atau gedung olah raga;
12) Rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi;
13) Pusat data;
14) Gudang benda berbahaya;
15) Gedung bersifat monumental;
16) Gedung cagar budaya; dan
17) Gedung perwakilan negara Republik Indonesia.



Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Keterangan

PBG Persetujuan Bangunan Gedung

SLF Sertifikat Laik Fungsi

SLFn Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan

RTB Rencana Teknis Pembongkaran

KI Kajian Identifikasi

KT Kajian Teknis

RTB

PERENCANAAN
PELAKSANAAN 

KONSTRUKSI FISIK
PEMBONGKARAN

PBG SLFn KT

Pembangunan

Laik Tidak Laik

PEMANFAATAN

SLF

KI KTPELESTARIAN

PENGAWASAN
TEKNIS



Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Perizinan untuk membangun baru, mengubah, 

mengurangi, memperluas, dan/atau merawat BG 

sesuai standar teknis BG

PP16/2021 Pasal 253

➢ Dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah Daerah 
kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta atau Pemerintah Pusat untuk memperoleh PBG sebelum 
pelaksanaan konstruksi.

➢ Dalam hal BGFK, dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri.

➢ PBG dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana 
Bangunan Gedung baru, mengubah,  memperluas, mengurangi, 
dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan 
Gedung.

➢ Pendaftaran PBG dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG 
dengan menyampaikan data pemohon atau pemilik, data bangunan 
gedung, dan dokumen perencana teknis

PP16/2021 Pasal 254

⮚ Pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh Tim 
Profesi Ahli (TPA) atau Tim Penilai Teknis (TPT).

⮚ Pemeriksaan oleh TPT pada Bangunan Gedung berupa rumah tinggal 
tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh 
dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan 
luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi).

Pengendalian mutu 

(Quality Control)

Sesuai peraturan & 

standar



Dokumen/catatan pelaksanaan konstruksi:

1. As built drawings

2. Pedoman/manual operasi dan pemeliharaan/perawatan bangunan

3. Pedoman/manual operasi dan pemeliharaan/perawatan peralatan

4. Pedoman/manual operasi dan pemeliharaan/perawatan 

perlengkapan MEP

5. Dokumen ikatan kerja

Dokumen administratif:

1. Dokumen PBG

2. Dokumen status/bukti kepemilikan bangunan

3. Dokumen status hak atas tanah

Daftar Simak Pemeriksaan Kelengkapan DokumenA

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan FungsiB

4KPemenuhan Ketentuan

Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ke Pemilik Bangunan 

untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan

Penjaminan Mutu 

(Quality Assurance)

Keandalan

Bangunan Gedung

Proses Pemeriksaan Kelaikan Fungsi



Pihak Pemeriksa Kelaikan Fungsi

Pengawas
Konstruksi atau

Manajemen
Konstruksi

Pengkaji Teknis
Tim Penilai Teknis (TPT)
(berasal dari Perangkat

Daerah)

Penilik (berasal dari Perangkat Daerah)

KONDISI
BANGUNAN 

GEDUNG

BARU
Yang pengawasan 

pelaksanaan konstruksinya 
dilakukan oleh penyedia 

jasa

BARU
Yang pengawasan pelaksanaan 
konstruksinya dilakukan secara 
bertahap oleh lebih dari satu 

penyedia jasa

BARU
Berupa rumah tinggal yang 
pengawasannya dilakukan

sendiri oleh masyarakat (tanpa
penyedia jasa Pengawasan)

- Dalam pembangunan BG 
BARU, penyelenggaraan
penerbitan SLF disertai
dengan Inspeksi Bangunan
Gedung pada tahap:
1. Pekerjaan Struktur bawah;
2. Pekerjaan Basemen;
3. Pekerjaan Struktur Atas, 

arsitektur, elektrikal, dan
perpipaan (plumbing);

4. Testing & commisioning

- EXISTING -

EXISTING
Berupa rumah tinggal yang 
pengawasannya dilakukan

sendiri oleh masyarakat
(tanpa penyedia jasa

Pengawasan)

KOMPLEKSITAS
BANGUNAN 

GEDUNG

1. BG Sederhana
2. BG Tidak Sederhana

BG Sederhana
(yang tidak menggunakan Penyedia Jasa)
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Tidak terpenuhinya standar teknis keselamatan terkait beban muatan

Tidak terpenuhinya standar teknis keselamatan terkait bahaya kebakaran

PENDAHULUAN
BERBAGAI PERMASALAHAN BANGUNAN GEDUNG DI INDONESIA



Pusgen, 2017

Patahan yang diperhitungkan 
dalam peta gempa:

Penambahan 
patahan aktif baru 
meningkatkan nilai 

PGA di berbagai lokasi

2010: 81 patahan

2017: 295 patahan

menjadi

PENDAHULUAN
PENAMBAHAN SUMBER PADA PETA GEMPA



PENDAHULUAN

Jalur pemandu tuna netra terdapat 

hambatan
Kemiringan ramp tidak sesuai standar 

Tangga mengarah ke jalur buntu Kesalahan elevasi lubang drainase Tidak terpenuhinya akses difabel

BERBAGAI PERMASALAHAN BANGUNAN GEDUNG DI INDONESIA

Kegagalan sistem lift akibat kurang pemeliharaan



STANDAR TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Standar Perencanaan 

Tata Bangunan

1. Peruntukan dan Intensitas BG

2. Arsitektur BG

3. Pengendalian Dampak Lingkungan

Keandalan Bangunan Gedung

1. Keselamatan

2. Kesehatan

3. Kenyamanan

4. Kemudahan

Bangunan Gedung di Atas/di Dalam Tanah/Air

Desain Prototipe/Purwarupa

Standar Pelaksanaan Konstruksi

1. Pelaksanaan Konstruksi BG

2. Kegiatan Pengawasan Konstruksi

3. SMKK

Standar Pemanfaatan

1. Pemeliharaan dan Perawatan BG

2. Pemeriksaan Berkala

Standar Pembongkaran

1. Penetapan Pembongkaran BG

2. Peninjauan Pembongkaran BG

3. Pelaksanaan Pembongkaran BG

4. Pengawasan Pembongkaran BG

5. Pasca Pembongkaran BG

PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 13



Keselamatan

Kesehatan

Kenyamanan

Kemudahan
4K

1. Beban muatan

2. Bahaya kebakaran

3. Bahaya petir dan kelistrikan

1. Sistem penghawaan 

2. Sistem pencahayaan

3. Sistem pengelolaan air

4. Sistem pengelolaan sampah

5. Penggunaan bahan

1. Ruang gerak

2. Kondisi udara dalam ruang

3. Pandangan dari dan ke dalam  

Bangunan Gedung

4. Tingkat getaran dan kebisingan

1. Hubungan ke, dari, dan di 

dalam Bangunan Gedung

2. Kelengkapan Prasarana dan 

sarana pemanfaatan

KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

PP No. 16 Tahun 2021

Pasal 27
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1. STANDAR TEKNIS KESELAMATAN

1. KEMAMPUAN TERHADAP BEBAN MUATAN

a. Sistem Struktur BG: Struktur Atas dan Struktur Bawah

b. Pembebanan pada Struktur BG

c. Ketentuan Pembebanan pada Struktur BG

d. Material Struktur dan Konstruksi

e. Kelaikan Fungsi Struktur BG

Spesifikasi Material
Spesifikasi Pembebanan

Spesifikasi 

Struktur Atas 

dan Bawah

Aspek Struktur



• Menyesuaikan standar teknis 

yang terbaru yang berlaku

• Nomor, tahun dan judul acuan 

normatif harus dicantumkan 

secara lengkap dan tepat

• Diterapkan secara konsisten 

dalam seluruh kelengkapan 
dokumen teknis

a. Peraturan Menteri PUPR No 29 Tahun 2006

b. Pembebanan
i. SNI 1727:2020 (Beban minimum)

ii. SNI 1726:2019 (Perencanaan ketahanan gempa)

c. SNI 8460:2017 (Persyaratan perancangan geoteknik)

d. Konstruksi beton*)
i. SNI 2847:2019 Persyaratan beton struktural

ii. SNI 2052:2017 Baja tulangan beton

iii. SNI 6880:2016 Spesifikasi beton struktural

iv. SNI 8140:2016 Persyaratan beton struktural untuk rumah tinggal

v. SNI 7833:2012 Perancangan beton pracetak dan beton prategang

vi. Acuan lain yang relevan (material, metode pengujian, dll)

e. Konstruksi baja*)
i. SNI 1729:2020 Spesifikasi bangunan gedung baja struktural

ii. SNI 7860:2020 Ketentuan seismik bangunan baja struktural

iii. SNI 7972:2020 Sambungan terprakualifikasi untuk rangka momen khusus dan

menengah aplikasi seismik

iv. SNI 8493:2019 Spesifikasi untuk profil baja struktural

v. SNI 8399:2017 Profil baja ringan

vi. Acuan lain yang relevan (material, metode pengujian, dll)

f. Konstruksi kayu*)
i. SNI 7973:2013 Spesifikasi desain untuk konstruksi kayu

ii. SNI 2445:1991 Spesifikasi ukuran kayu untuk rumah dan gedung

iii. Acuan lain yang relevan

g. Konstruksi dengan bahan dan teknologi lainnya

Ꭓ Standar versi lebih lama DIHAPUS/TIDAK 

PERLU DICANTUMKAN LAGI

✓ Acuan asing dicantumkan jika terdapat 

persyaratan khusus yang belum diampu 

dalam SNI atau pedoman Indonesia

Aspek Struktur

1. STANDAR TEKNIS KESELAMATAN



Faktor yang memperhitungkan tingkat risiko terhadap keselamatan 
jiwa, kesehatan dan kesejahteraan terkait kerusakan properti atau 

kehilangan fungsi/kegunaan suatu fasilitas

1. STANDAR TEKNIS KESELAMATAN
Aspek Struktur - SNI 1726:2019 Pasal 4 
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1. STANDAR TEKNIS KESELAMATAN

2. KEMAMPUAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

a. Sistem Proteksi Pasif

b. Sistem Proteksi Aktif

c. Manajemen Kebakaran
Terdapat jalan akses yang memadai 

untuk dilalui Pemadam Kebakaran

Terdapat sarana jalan keluar dengan 

konstruksi tahan api 2 jam

Penggunaan firestop pada shaft untuk 

mencegah penyebaran api

a. Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan teknis sistem 

proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

b. Permen PU No. 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen 

Proteksi Kebakaran di Perkotaan

c. SNI 03-1735-2000 Akses bangunan dan akses lingkungan

d. SNI 03-1736-2000 Sistem proteksi pasif

e. SNI 03-1746-200 Sarana jalan ke luar

f. SNI 03-6462-2000 Damper kebakaran

g. SNI 03-6574-2001 Pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem 

peringatan bahaya

h. SNI 6570-2023 Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi 

kebakaran

i. SNI 03-1745-2000 Sistem pipa tegak

j. SNI  03-3989- 2000  Sistem springkler otomatik

k. SNI 03-3985-2000 Sistem deteksi dan alarm kebakaran

l. SNI 03-3987-1995 APAR

m. SNI 180-2022 APAP

n. SNI 03-6571-2001 Sistem pengendalian asap

ACUAN NORMATIF

Penyediaan sistem proteksi aktif yang andal: pompa kebakaran, hidran, springkler, 

APAR, deteksi dan alarm, pengendalian asap.

Terdapat Manajamen Keselamatan 

Kebakaran Gedung

Aspek MEP
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1. STANDAR TEKNIS KESELAMATAN

3. KEMAMPUAN TERHADAP BAHAYA PETIR DAN KELISTRIKAN

a. Petir: Sistem Proteksi Petir Eksternal dan Internal

b. Kelistrikan: Sumber Listrik, Instalasi Listrik, Panel Listrik, dan Pembumian

a. SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir

b. SNI/IEC 62305-1:2013 Proteksi terhadap petir

c. SNI 03-6652-2002 Proteksi bangunan dan peralatan terhadap sambaran 

petir

d. SNI 0225:2011 PUIL 2011 / SNI 0225:2020 PUIL 2020

e. SNI 03-7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga

f. SNI 04-7019-2004 SPDDT

ACUAN NORMATIF

Prosedur Pemilihan Sistem Proteksi Petir sesuai SNI 03-7015-2004

Penyediaan instalasi listrik yang andal mulai dari sumber, distribusi ke beban, hingga 

pembumian sesuai dengan PUIL.

Aspek MEP
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2. STANDAR TEKNIS KESEHATAN

1. SISTEM PENGHAWAAN

a. Ventilasi Alami

b. Ventilasi Mekanis

a. SNI 6390:2020 - Konservasi energi sistem tata udara

b. RSNI 6572:2024 Tata cara perancangan sistem ventilasi pada 

bangunan gedung

• Bagian 1: Bangunan gedung nonresidensial

• Bagian 2: Bangunan gedung residensial

• Bagian 3: Fasilitas pelayanan kesehatan

• Bagian 4: Pengendalian aerosol infeksius

c.  SNI 19-0232-2005 - Nilai Ambang Batas zat kimia di udara

tempat kerja

ACUAN NORMATIF

Laju ventilasi pada bangunan gedung nonresidensial (SNI 6572-2024 Bag. 1)

Laju ventilasi pada bangunan gedung residensial  (SNI 6572-2024 Bag. 2)

Aspek MEP



2. STANDAR TEKNIS KESEHATAN

2. SISTEM PENCAHAYAAN

a. Sistem Pencahayaan Alami

b. Sistem Pencahayaan Buatan

Tingkat Pencahayaan Minimum, Renderasi Warna Minimum dan 

Densitas daya maksimum (SNI 6197:2020)
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Sistem Pencahayaan Alami

Pencahayaan alami direncanakan
mempertimbangkan

Sistem Pencahayaan Buatan

1. Konfigurasi Bangunan

2.   Orientasi Bangunan

3.   Perletakan bukaan

4.   Dimensi bukaan

5.   Jenis bukaan

• Perencanaan Bangunan Gedung diupayakan dalam bentuk 

tipis yang memungkinkan distribusi cahaya dapat masuk ke 

dalam ruang secara merata

• Penggunaan peneduh dan lightselves dianjurkan untuk 

memasukkan cukup Cahaya matahari melalui sinar pantul 

tanpa perolehan panas berlebih sehingga mengurangi 

konduksi termal

Acuan Normatif SNI 6197:2011 ; SNI 03-2396-2001 ; SNI 03-6575-2001 
; SNI 16-7062-2004

Aspek Arsitektur dan MEP
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2. STANDAR TEKNIS KESEHATAN

3. SISTEM PENGELOLAAN AIR

a. Sistem Penyediaan Air Minum

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah

c. Sistem Pengelolaan Air Hujan pada BG dan persilnya

Kebutuhan Air Minum Sesuai SNI 8153:2015 Sistem plambing

Sumber Air Minum • Memenuhi baku mutu kualitas air minum
• Spesifikasi meter air SNI 2547:2019
• Pemasangan meter air sesuai SNI 2418.2:2009

Baku Mutu Kualitas Air 
Minum

• Air minum: Permenkes No. 492 Tahun 2010
• Air bersih bukan sebagai air minum (misal, untuk

flushing): Permenkes No. 32 Tahun 2017

Instalasi Sistem Air Minum Sesuai SNI 8153:2015 Sistem plambing

Sistem Pengolahan Air 
Limbah

• Permen PUPR No. 4 Tahun 2017
• SNI 2398:2017 Tangki septik
• SNI 8455:2017 SRAB

Baku Mutu Efluen Air Limbah Permen LHK No. 68 Tahun 2016

Sistem Pengelolaan Air 
Hujan pada BG dan 
Persialnya

• PP No. 16 Tahun 2021 Lampiran F
• SNI 8456:2017 Sumur dan parit resapan

4. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
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a. Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana 

dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

b. SNi 8632:2018 Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan

c. SNI 3242:2008 Pengelolaan sampah di permukiman

ACUAN NORMATIF

5. PENGGUNAAN BAHAN

Penggunaan bahan bangunan yang aman dan tidak 

mengandung B3.

PP No. 16 Tahun 2021 Pasal 40

Aspek MEP
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3. STANDAR TEKNIS KENYAMANAN

1. KENYAMANAN RUANG GERAK

a. Kebutuhan Luasan Ruang Gerak dalam BG

b. Hubungan Antarruang dalam BG

2. KENYAMANAN KONDISI UDARA DALAM RUANG

a. Kenyamanan Termal secara Alami

b. Penggunaan Pengkondisian Udara secara Buatan

PP No. 16 Tahun 2021 Pasal 43

• Temperatur Udara:

Sejuk nyaman (Tef 20,5-22,8 C)

Nyaman optimal (Tef 22,8-25,8 C)

Hangat nyaman (Tef 25,8-27,1 C)

• Kelembaban Udara Relatif (RH) 40-50% atau 55-66% (kepadatan tinggi).

• Kecepatan Udara 

• Temperatur radiasi rata-rata permukaan sama dengan temperatur 

udara kering ruangan.

Kriteria Kenyamanan Termal (SNI 03-6572-2001)

Kenyamanan Termal 

Adaptif (ASHRAE 55)

Aspek Arsitektur dan MEP
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3. STANDAR TEKNIS KENYAMANAN

3. KENYAMANAN PANDANGAN

a. Kenyamanan Pandangan dari Dalam Ruang ke Luar BG

b. Kenyamanan Pandangan dari Luar ke Dalam BG

4. KENYAMANAN TINGKAT GETARAN DAN KEBISINGAN

a. Kenyamanan Tingkat Getaran

b. Kenyamanan Tingkat Kebisingan
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Acuan Kenyamanan Tingkat 
Getaran dan Kebisingan

• Permenkes No. 48 Tahun 2016 tentang Standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

• Permenkes No. 70 Tahun 2016 tentang Standar
dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Industri

• Kepmen LH No. Kep-49/MENLH/II/1996 tentang
Baku Tingkat Getaran

• SNI 03-6386-2000 Tingkat bunyi dan waktu
dengung

• SNI 03-6386-2000 NAB iklim kerja (panas), 
kebisingan, getaran tangan-lengan, radiasi
sinar UV di tempat kerja

Aspek Arsitektur dan MEP
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4. STANDAR TEKNIS KEMUDAHAN

1. KEMUDAHAN HUBUNGAN KE, DARI, DAN DI DALAM BG

a. Hubungan Horizontal antar Ruang atau antar Bangunan:

Pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, jembatan 

pengubung antar ruang atau antar bangunan.

b. Hubungan Vertikal antar Lantai

Tangga, ram, lift, lift tangga, tangga berjalan, lantai berjalan.

2. KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA 

PEMANFAATAN BG

a. Ruang ibadah

b. Ruang ganti

c. Ruang laktasi

d. Taman penitipan anak

e. Toilet

f. Bak cuci tangan

g. Pancuran

h. Urinoar

i. Tempat sampah

j. Fasilitas komunikasi dan 

informasi
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k. Ruang tunggu

l. Perlengkapan dan 

peralatan kontrol

m. Rambu dan marka

n. Titik pertemuan

o. Tempat parkir

p. Sistem parkir otomatis

q. Sistem kamera pengawas

Aspek Arsitektur



TERIMA KASIH


	Slide 1
	Slide 2: Daftar Isi
	Slide 3: DASAR HUKUM  PENERAPAN STANDAR KONSTRUKSI TAHAP PERENCANAAN DI LINGKUNGAN DJCK
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

